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PUTUSAN
Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara;
PEMOHON, tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxx 14 Maret 1986, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di
XXXX XXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ANDRA PRATAMA, S.H., selaku advokat/pengacara pada
Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan yang beralamat di
Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun,
Kecamatan Siantar, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, email
andrapratama809 @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat
Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor:
663/KH/PA.Sim/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON, tempat tanggal lahir, Partimbalan 08 Oktober 1989,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xXxXxxxx, bertempat tinggal di XxxXX XXX, XXXXXX XXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan

suratnya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Simalungun dengan register Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 22

Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 ( 23 Syawal 1430 H) telah
dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama lIslam, yang
kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxx XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi xxxxxxxx XxXxxx,
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 250/30/X/2009,
tertanggal 16 Oktober 2009, sehingga karenanya Perkawinan tersebut
adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Perawan,;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di XxXxXxX XxXX XXxx sampai Pemohon dan
Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan
Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami
isteri (Ba’da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu;

a. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2010;
b. xxxxx xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2014;
C. XXXXX XXXXX, perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2018;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik,
rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan April 2017, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena:

a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang
diberikan oleh Pemohon;

b. Termohon suka membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;

c. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon;

d. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
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6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan Mei 2019 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih
dengan laki-laki lain, oleh karena masalah tersebut Pemohon pergi
meninggalkan rumah orang tua Termohon karena sudah tidak tahan melihat
sikap dan perilaku Termohon, dan kemudian Pemohon kembali ke rumah
orang tua Pemohon di xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan sejak itu pula antara
Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa
sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan
bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai
suami;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

10.Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan
cerai talak ini dikabulkan;

12.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan
sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Pemohon telah memberikan
kuasa kepada Andra Pratama, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Agustus 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah
menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis
Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan
perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap
panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di
persidangan, sedangkan sedangkan Termohon tidak datang/tidak pernah hadir
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan
surat tercatat melalui POS, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa

Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon

melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi
dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat
didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara
dilakukan secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7
Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan
termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara a quo secara
verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa
Hukumnya mendaftarkan perkara melalui e-court Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan
hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan
indikator broken marriage (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Pemohon melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/30/X/2009 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Oktober 2009, telah diberi
meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah
mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata
cocok, selanjutnya Ketua Maijelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;
B. Saksi:
1. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX XXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXxxX, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Adik Ipar Pemohon;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2009;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXX XXXX XXXX;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara
Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang
diberikan Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasehati,
Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon
serta Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019
yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman
bersama;

— Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap
ingin bercerai dengan Termohon;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,

pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XxxX XXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXxXxxX, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Adik Kandung Pemohon;

— Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
yang sah menikah pada tahun 2009;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXX XXXX XXXX;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara
Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang
diberikan Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasehati,
Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon
serta Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019
yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman
bersama;

— Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap
ingin bercerai dengan Termohon;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon
dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi
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putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa
keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 16
Agustus 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis
Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di
depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau
mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek umum
dari pemeriksaan perkara a quo berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif,
dan legal standing Pemohon, serta upaya penasihatan yang hal-hal tersebut
telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di
persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon
tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai
ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga berdasarkan panggilan
tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi
dan patut kepada Termohon juga telah dibacakan di persidangan, Termohon
tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau
kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa
dan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek,
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan
Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah
memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan
perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7
Tahun 2022, maka perkara a quo diperiksa secara verstek dan diputus secara
elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam
permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita
permohonan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39
ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;
Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan
Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus
melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka
Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk
membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator
pecah rumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon berdasarkan
SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam
rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar
Agama 1.b.2;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dianggap atau setidak-tidaknya tidak
membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:
A Y 3 56 s Ay Cpaludl A G 88 A (23 G

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
Pemohon tetap waijib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon
setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan
karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas
perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan
pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin
dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga
atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di
atas:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk
membuktikan dalil-daliinya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di
persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah
Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai
cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat
sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga
dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan
mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam
perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang
perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi
dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana
kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dari kediaman bersama yang disebabkan oleh
percekcokan yang terus-menerus sejak tahun 2017 yang sebabnya karena
Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan

Pemohon, Termohon suka membantah ketika dinasehati, Termohon tidak
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memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon serta Termohon menjalin
hubungan kasih dengan laki-laki lain. Berdasarkan hal tersebut Pemohon
melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina
rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri
hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga
telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin
mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke
persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya
sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus
orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi
syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi
Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat,
keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal
kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat
materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi
Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang
disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang
belanja yang diberikan Pemohon, Termohon suka membantah ketika
dinasehati, Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga
Pemohon serta Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain.
Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan
keduanya sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang dan Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin
bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;
Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2
(dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Simalungun, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

QI b &) Aad )y 5a3a a0 Jaay Lgdd) 1 35€0A0 W5 31 A8l (2 o0 81 G A Gy
9 RES o3 ¥

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;
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b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz I, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:
Ny g )y
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);
c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;
9 e Yy ad A adls alg da gl Slad) okl Cpa (U Al 2MLLY) jUA)
sl o afay of slina et O oo 8 04 35 A g3l Al ) gaal Sua
Al 79, oL 138 5 5al) Caalls G g 3
Terjemahnya: [Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak
bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan
suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan
penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dengan indikator pecah rumah tangga Pemohon dan Termohon hal
tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan
pertimbangan syar’i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah
memenuhi unsur pertimbangan syari huruf b, serta pengajuan perceraian
dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar’i huruf c;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah
diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati
oleh keluarga, sehingga Kkeinginan perceraian itu secara psikologis

menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat
perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka
dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai
perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), sehingga kondisi rumah
tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan

kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya
dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian
harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum
perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2)
beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19
huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam
mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara
materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “matri
monial guilt” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “broken
marriage” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui
siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga,
namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat
dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu
dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam
posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan
kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, “Bahwa dalam
perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator broken marriage (pecah rumah
tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama
Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a).
sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b). sudah tidak ada komunikasi
yang baik antara suami istri, c). salah satu pihak atau masing-masing pihak

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d). telah terjadi pisah
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ranjang/tempat tinggal bersama dan e). hal-hal lain yang ditemukan dalam
persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah
mengalami broken marriage (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya
sebagaimana fakta hukum perkara a quo sehingga meskipun perkawinan
bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal
menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta
menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata
dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi
salah satu indikator broken marriage sehingga perceraian dapat dibenarkan
(vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (fasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim
kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis
Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua)
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum
angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa untuk pelaksaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya
tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan
oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara a quo
berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada
sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara
verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor
7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan
mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara
Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3

(tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7

Tahun 1989 vyang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu

pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Simalungun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus
rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul

Awwal 1445 Hijriah oleh Asri Handayani, S.H.I., M.E., sebagai Ketua Majelis,

serta Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Jumat

tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal

1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

dan Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.
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Ketua Majelis

Dto

Asri Handayani, S.H.l., M.E.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Dto Dto
Muhammad Irsyad, S.Sy. Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 28.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 148.500,00

(seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
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